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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 16 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATUR4N DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ~SA 
BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang a . bahwa berdasarkan ketentuan dal~ Pasal 69 aya t (4) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, pungutan, tata rlfang, dan organisasi 
Pemerintah Desa harus mendapa~an evaluasi dari 
Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan 
Desa; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan se~agaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkari Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentu kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) , sebagaimana telah diulpah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31 ,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik I¥ donesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang 
Perbendaharaan 

Nomor 
Negara 

1 Tahun 2004 
(Lembaram. Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambGilian Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 



4. 

5. 

6 . 

7. 
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Undang-Undang Nomor 12 TahJ n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-J ndangan (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia ~ahun 2014 Nomor 7 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) ; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahrun Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diu bah 
beberapakali terakhir dengan Un dartg-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ~tas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang P~merintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
Un dang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292 , Tambahan Lemb~an Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

8 . Pera turan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 4 Nomor 123, Tambahah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahuh 201 4 ten tang Dana 
Desa Yang Bersu mber dari Anggar~ Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lem baran Negara Republik Indones ia Tahun 
20 14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa Yang Bersu mber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 5694); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOlp or 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Rep~blik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 



11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di 1J)esa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No~or 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri NorJor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum q aerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikralaya Tahun 2008 
Nomor 4) ; 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Pedoman Susunan Ot ganisasi Tata Kerja 
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten TasikmaJ.aya 
Tahun 2009 Nomor 6); 

Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalr ya Nomor 11 Tahun 
20 15 tentang Tata Cara Pengadaan BarangjJasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 5 Nomor 
11) ; 

Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalkya Nomor 29 Tahun 
2015 tentang Pedoman Keuangan lDesa (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 29) ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya. 
3. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
5 . 

6. 

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pr merintah Kabupaten 
Tasikmalaya. 
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
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urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusart pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Repu blik Indonesia. 

8. 

9 . 

10. 

11. 

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang melipu.ti Peraturan Desa, 
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala. 
Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarrla BPD. 
Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan 
Desa u ntuk mengetahui bertentangan den gan kepen tingan u mum dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut ArB 
Desa adalah rencana keuangan tahu nan pemerintahan desa. 

12. Hari adalah hari keIja. 

BAB II 
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

Pasal2 

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancrur-gan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan 
kepada Camat. 

(1 ) 

(2) 

Pasal3 

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Oesa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan yang telk didelegasikan oleh 
Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai pene~a tuga s delegasi. 

Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal4 

(1) Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa yang telah disepakati 
bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikap oleh Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari keIja terhitung 
sejak tanggal kesepakatan. 

(2) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APB Desa, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung. 

(3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peratusan Desa tentang 
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) 
hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tenrlmg APB Desa. 
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Pasal5 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB esa dan Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaiman Lampiran Peraturan 
Bupatilni. 

( 1) 

(2) 

(3) 

(1 ) 

(2) 

Pasal6 

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud d~am Pasal 4 ayat (3) 
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap 
menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi 
peraturan desa, Bupati membatalkan peraturan desa dimaksud sekaligus 
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggar$ sebelumnya. 
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud daf m Pasal 4 ayat (3) 
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dar Kepala Desa tetap 
menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa 
menjadi peraturan de sa, Bupati membatalkan peraty.ran desa dima~ud 
sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakuf an perubahan APB 
Desa dan tetap berlaku pagu APB Desa tahun anggar8.I1 betjalan. 
Pembatalan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasa1 7 

Camat melaporkan hasil evaluasi ata s rancangan pe~aturan desa tentang 
APB Desa atau rancangan peratu ran desa tentang ~erubahan APB Desa 
kepada Bupati. 
Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sefuagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) paling lambat 7 (tujuh) hari se~elah hasil evaluasi 
ditandatangani oleh Camat. 

Bagian Kedua 
Penarikan 

Pasa18 

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam levaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Pe$.turan Desa tentang 
APB Desa Peru bahan kepada Camat. 

(2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB III 
PEMBIAYAAN 

Pasa19 

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan 
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 
Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
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BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

Pasall0 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat. 

(2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang dapat mengetahuinya , memerint~kan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beri1la Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 30 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 30 ,Juni 2016 

~UPATI 11ASIKMALAYA, 

()~ 
UU RUZPfANUL ULUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 16 



LAMPIRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
16 TAHUN 2016 
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PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN rERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN rELANJA DESA. 

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAr-~ DESA 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

A. Pendahuluan 
Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
mengamanatkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa teptang APBDesa oleh 
Bupati. Amanat ini dipertegas dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan 
Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pdaksanaan UndCL"1g-Undang Nomor 6 TCL~un 2014 tentang Desa dan Pasal 
21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evWuasi, yang meJiputi 
persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan 
laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan 
jelas baik oleh pemerintah Desa yang dievaluasi maupu:q. pemerintah Daerah 
sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. DengaIjl. demikian evaluasi 
akan terselenggara secara transparan dengan aturan ~ain dan parameter 
yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak. 

B. Tujuan 
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi Camat dalam 
pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa 
dan ranca.ngall peI'alurall desa tentang Penlbar'lan APBDJsa. 

C. Sasaran Evaluasi 
1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam 

memberikan penilaian kepada desa dalam kaitanny~ dengan kepatuhan 
penyusunan dan penetapan rancangan peraturan des8. tenta;.ig APD Desa; 

2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam 
memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya d¢ngan substansi dan 
materi rancangan peraturan desa tentang APB Desa. 

1. Aspek administrasi yang meliputi identiflkasi kelengkapan data dan 
informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APB 
Desa; 

2 . Aspek legalitas yang meliputi identiflkasi peraturan perundang-undangan 
yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desr tentang APB Desa; 

3. Aspek kebijakan yang meliputi identiflkasi korelasi dan konsistensi 
substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa 
ten tang APB Desa, dengan RKP Desa; 

4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi penetapan anggaran 
pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan antara lain: 
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a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

d. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nom, r 29 Tal1un 2015 
tentang Pedoman Keuangan Desa. 

E. Evaluasi 
1. Persiapan Evaluasi 

a. Tim Evaluasi 
1) Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
serta Pasal 21 ayat (1) Pera turan Menteri Dalar Negeri Not'nor 113 
Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Keuangan Desfl , bahwa Ranca.ngan 
Peraturan Desa tentang APB Desa harus menda[patkan evaluasi dari 
Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hal tersebut 
juga merupakan upaya pembinaan dan pengaw~san yang dilakukan 
olen pemerintah daerah yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan 
peraturan desa; 

2) Camat membentuk Tim Evaluasi dengan sulsunan keanggotaan 
terdiri atas : 
Ketua : Camat 
Sekretaris : Sekretaris Camat 
Anggota 

3) Tim sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) ditetapkan dengan 
Keputusan Camat; 

4) Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 (satu) Peraturan rytenteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahu n 2014 tentang Pedoman Per gelolaan Keuangan 
Desa bahwa Bupati dapa t mendelegasikan evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Cama~ atau sebu tan lain; 

5) Tim EvaIu asi adaIah 'rim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat 
untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturap Desa tentang APB 
Desa; 

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi f alam melaksanakan 
tugasnya dibebankan pada anggaran pendapataf dan belap-,ia daerah 
(APBD) . I 

b . Dokumen Pendukung. 
1) Surat pengantar dari Kepala Desa kepada BupaJ melalui Camat; 
2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksu1 pada angka 2 (dua) 

disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berik~t: 

a) Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan; 
b) Persetujuan bersama antara pemerintah des Ii dan BPD terhadap 

rancangan peraturan desa ten tang APB Desa; 
c) Risalah/notulen musyawaral1 pemb3..t~asan erhadap R~'1.cang~'1. 

Peraturan Desa tentang APB Desa. 
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3) Rancangan peraturan desa tentang APB Ifesa sebagaimana 
dimaksud pada angka 2 (dual dilengkapi dengan lampiran sebagai 
dokumen evaluasi yang terdiri dari: 
a) Rincian Anggaran Pendapatan Desa; 
b) Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidkng/kegiatan; 
c) Rincian Anggaran Pembiayaan Desa. 

4) Keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 
2) , angka 3) dan angka 4) disampaikan dalam 3 (tiga) rangkap. 

5) Dalam hal APB Desa ditetapkan dengan peraturan Kepala desa, maka 
dokumen evaluasi adalah rancangan peraturanl Kepala desa tentang 
APB Desa yang dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: 
a) Rincian Anggaran Pen dapatan Desa; 
b) Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidrng/kegiatan; 
c) Rincian Anggaran Pembiayaan Desa. 

6) Tim Evaluasi membuat Berita Acara atas peherimaan rancangan 
peraturan desa tentang APB Desa serta dokumen evaluasi lainnya 
yang dipersyaratkan. 

7) HasH evaluasi sebagaimana dimaksud pada:E,uruf a dituangkan 
dalam Keputusan Camat dan disampaikan p ·ng lama 20 (Dua 
puluh) hari keIja terhitung sejak diterimanya r cangan dimaksud. 

2. Pelaksanaan Evaluasi 
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh Empat (4) tahapan utama 
yaitu : 
a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen: 

1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen ev~uasi sebagfUmana 
disebutkan pada point E.l. b dimaksudkan u~tuk meneliti a pakah 
seluruh dokumen su dah lengkap sehingga dap~t dievaluasi; 

2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan men¢mu kan keku rangan 
atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim evaluasi meminta 
kepada pemerintah desa yang bersangkUtan untuk segera 
melengkapi kekurangannya; 

3) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasl dilakukan dengan 
menggunakan format pemeriksaan sebagaim~a yang diatur dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. FOItm at pemeriksaaan 
kelengkapan dokumen evaluasi yang terebut dibuat rangkap, 
lembar asli dikembalikan ke pemerintah desa dan lembaran yang 
lain untuk Tim evaluasi. 

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas 
Evaluasi administratif dan legalitas meneliti b~berapa hal sebagai 
berikut: 
1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa kepada pihak-pihak yang terkait; 
2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokr men eValuasi; 
3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rkncangan peraturan 

desa ten tang APB Desa; 
4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa; 
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5) Langkah Evaluasi 
Langkah 1 : Dapatkan dokumen yang terdiri dari : 
a) Surat pengantar kepala desa terkait rancap gan peraturan desa 

tentang APB Desa beserta lampirann~a tahun anggaran 
berkenaan; 

b) Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran berkenaan; 
c) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta 

lampirannya berupa Rincian Anggaran Pendapatan Desa, 
Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa Rer bidang/kegiatan, 
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa; 

d) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap 
rancangan peraturan desa tentang APB Desa; 

e) Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap Rancangan 
Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 

f) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap. 

Langkah 2 

Langkah 3 

Langkah 4 

Langkah 5 

Catat nomor, tanggal dan kftlengkapan lampiran 
semua dokumen tersebut. 

Teliti dan analisis nomor, tan~al dan kelen gkapan 
• I 

lamprran semua dokumen tersebut. 

Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen 
evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa selrunbat­
lambatnya 3 hari setelah disepaka ti. 

Simpulkan secara narasi tenUpg hasil langkah 1, 
langkah 2, Iangkah 3, dan langkah 4 di a tas. 

c. Evaluasi Kebijakan APB Desa 
Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, diartalisis Korelasi dan 
Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBD yang tertuang dalam 
dalam RKPD, beriku t dengan prioritas penggunaan dana desa dalam 
kebijakan APB Desa yang terdapat di dalam RKP desa, dengan kegiatan 
yang harus dilakukan desa yang terdapat pada ~ancangan Peraturan 
desa tentang APB Desa : 

Langkah 1 : Dapatkan dokumen Sebagai berikut' 

Langkah 2 

1) Peraturan Bupati yang mengat}lr tentang Rencana 
kerja Pemerintah Daerah; 

2) Peraturan Menteri yang menangr i Desa menetapkan 
prioritas penggunaan Dana Desa 

3) Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa. 

Bandingkan substansi semua dok~men tersebut yang 
terkait Kebijakan Daerah, d ebijakan prioritas 
penggunaan dana desa dan Kebijakan Desa dengan 
bidang dan kegiatan yang ada dalam rancangan 
Peraturan desa tentang APB Desa, antara lain : 
1) Uraian kegiatan dan pekerjaan pada rancangan 

peraturan desa tentang APB Desa dengan program 



11 

dan kegiatan pemerintah daj rah di Desa yang 
terdapat di RKPD; 

2) Uraian kegiatan dan pekerjaan yang termasuk dalam 
prioritas penggunaan dana desa; 

3) Uraian kegiatan dan pekeIja~ dalam rancangan 
peraturan desa tentang APB Desa dengan RKP Desa; 

4) Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa 
dalam rancangan rancangan peFaturan desa tentang 
APB Desa dengan Kebijakan Daerah di RKPD dan 
Kebijakan Desa di RKP Desa; 

5) Uraian belanja dalam program dan atau kegiatan 
yang dialokasikan berdasarkan rancangan peraturan 
desa tentang APB Desa dibandil1gkan dengan RKPD, 
RKP Desa dan prioritas penggunaan dana desa. 

Langkah 3 : Simpulkan secara narasi tentang ko~elasi dan kon siMensi 
Semua dokumen terse but. 

d . Evaluasi Aspek Struktur APB Desa 
Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan carfl menganalisis t rend 
nilai anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk su rplus 
atau defisit anggaran. Uraian terhadap evaluasi Lstruktur APB Desa 
sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai bet1kut : 
a) Evaluasi Anggaran Pendapatan 

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (PADesa) dana 
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dirinci sebagai 
berikut: 
(1) Pendapatan asli desa, meliputi hasil u saha, hasil aset, swadaya, 

partisipasi dan gotong royong dan lain-lain Prndapatan asli de sa; 
(2) Dana transfer, meliputi dana desa, Bagia,n dari Hasit Pajak 

Daerah Kabupaten dan retribusi daerah, alokasi dana desa, 
bantuan keuangan provinsi dan/atau bantuan keuangan 
kabupaten); 

(3) Pendapatan lain-lain, meliputi Pendapatan dari hasil kemitraan 
dengan Pihak Ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah 
yang tidak termasuk h ibah dan sumbangan dari pihak ketiga 
yang tidak mengikat serta tidak termaslljk Pendapatan dari 
kemitraan dengan Pihak Ketiga. 

Selengkapnya susunan pendapatan desa beserta kode rekeningnya, 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 

Langkah evaluasi pendapatan, meliputi : 

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatr- pos pendapatan 
telah sesuai dengan peraturan pej undang-undangan. 

Langkah 2 menganalisis apakah terdapat pemungutan 
pendapatan asli desa berdasarUan peraturan desa 
yang sudah dibatalkan. 

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai: (a) ~umlah keseluruhan 
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anggaran pendapatan, (b) Persentase sumber dana 
masing-masing terhadap jumlkh pendapatan, (c) 
Persentase objek pendapatap terhadap total 
pendapatan, kelompok, dan jeni~ pendapatan; 

Langkah 4 : simpulkan catatan kritis secara narasi ten tang hasil 
langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. 

b) Evaluasi Anggaran Belanja 
Belanja Desa meliputi: 
(1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 
(2) Bidang Pembangunan; 
(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; 
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan 
(5) Bidang Tak Terduga. 

Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis 
pengeluaran belanja dari waktu ke waktu. 

Evaluasi belanja juga dilakukan untuk melihat apakah reneana 
belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah lesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Evaluasi juga perlu meneliti apakah rencana belanja tidak 
menimbulkan pemborosan, tidak adanya duplikasi penganggaran, 
tidak sesuai dengan standar biaya yan~ ditentukan, telah 
memperhatikan azas-azas kepatutan. 

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyaj ian informasi an ggaran 
belanja telah sesu ai dengan peraturan perundang undangan yang 
struktu mya meliputi belanja per bidang kegia1fm. Kemudian setiap 
kelompok belanja dirinci menurut jen is belanja. Setiap jenis belanja 
dirinci menu rut objek belanja. 

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja. 

Langkah 1 

Langkah 2 

Langkah 3 

: Dapatkan doku men Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa dan rencana anggaran belanja per 
bidang kegia tan; 

: Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja: 
apakah sudah sesuai dengan peratu ran perundang­
u ndangan; 

: Teliti dan analisis apakah ada an.ggaran belanja yang 
dialokasikan untuk bidang/kegiatan yang bukan 
kewenangannya; 

Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara r arasi atas langkah­
langkah tersebut di atas. 

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan. 

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: 
(1) kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis 

jenis pembiayan; 
(2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan 
(3) penyajian informasi anggaran pembiayaan. 
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Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan ~erlu dievaluasi porsi 
jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap 
bagian dan kelompok pengeluaran pembiaya~ . 

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaraan 
pembiayaan, maka langka-Iangkah yang harus dilakukan adalah 
sebagai berikut: 

Langkah evaluasi pembiayaan: 
Langkah 1: Dapatkan dokumen rancangan peraturan desa 

tentang APB Desa mengenai ~cian APB Desa dan 
rincian anggaran pembiayaan. 

Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan 
pemerintah desa u n tuk menu tup defisit . Sumber­
sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit 
tersebut. 

Langkah 3: Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan 
dilakukan pemerintah desa dflam memanfaatkan 
surplus. 

Langkah 4: Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran 
pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana 
cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah 
ditetapkan dengan Peratu ran Desa. 

Langkah 5 : Pada saat evalu asi perubahan tPB Desa, teHti dan 
analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya (SilPA) lebih dari 30% dihitung 
da ri setiap dana desa yang diterima pada tahun 
anggaran beIjalan. Jika melebihi dari 30% maka tim 
evaluasi penjelasan kepada ke~ala Desa rnengenai 
sisa SiLPA yang bersumber d$.n Dana Desa dan 
memberi saran kepada Bupati untuk meminta aparat 
pengawas fungsional daerah u ntuk melakUkan 
pemeriksaan. 

Langkah 6: Pada saat evaluasi perubahan APB Desa, teliti dan 
analisis apakah Sisa Lebih Perh itungan Tahun 
BeIjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya. 

Langkah 7 : Teliti dan analisis peranan jenis penerimaan 
pembiayaan desa terhadap kelompok dan total 
pembiayaan: (a) Jumlah pembiayaan desa, (b) Jumlah 
persentase dari pembiayaan, (c) Jumlah persentase 
dari kelompok pembiayaan. 

Langkah 8 : Simpulkan catatan kritis secara r arasi atas langkah­
langkah tersebut di atas. 
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3. HasH Evaluasi 
Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang 
APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasH evaluasi yang dituangkan 
dalam Keputusan Camat. 

Laporan hasH evaluasi dimaksudkan untuk me1JlYampaikan temuan 
analisis terhadap rancangan peraturan desa tent.a.ng APB Desa sebagai 
umpan balik kepada pemerintah desa untuk melakukan penyempurnaan. 
Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat me~fasilitasi pemerintah 
desa dalam mempertajam penetapan prioritas pembangunan desa, serta 
mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otoritasi, 
perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Laporan h asil evaluasi (LHE) tersebut secara gad s besar menyajikan 
informasi mengenai: 
(a) evaluasi atas sistem APB Desa, dan 
(b) evaluasi atas substansi APB Desa 
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LAMPlRAN II 
NOMOR 
TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

FORMAT PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN EV ALUASI 
PERATURAN DESA TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Format Pemeriksaan Dokumen Evaluasi Peraturan Des~ ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ... ... . 

1. Surat Pengantar Kepala Desa ten tang Permohonan (Ada/tidak 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ada) * 
a . Nomor : .... . . 
b . Tanggal: .......... . 

2. Dokumen Rencana KeIja Pemerintah Desa Talh.un (Ada/tidak 
berkenaan ada) * 
a . Nama Dokumen : ... .... . 
b . Nomor: .... ... . 
c. Tanggal : ...... . . 

3 . Rancangan peraturan desa tentang APB Desa 
a . Nama Dokumen : ... .. 
b. Nomor: ... ... . . 
c . Tanggal: ....... . 

(Ada/tidak 
ada) * 

4. Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD (AdaJtidak 
terhadap rancangan peratu ran desa ten tang APB DeSa a da) * 
a. Nama Dokumen : ... .. 
b. Nomor: ... .... . 
c. Tanggal : .... ... . 

5 . Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap (Ada/tidak 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; ada) * 
a. Nama Dokumen : .. ... 
b. Nomor : ....... . 
c . Tanggal: ....... . 

6. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkaIP 

7 . Tanggal selesai evaluasi 

*Lembar asli untuk Pemerintah Desa 
*Lembar copy untuk Tim Evaluasi 
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Kesimpulan : 

Penyampaian semua dokumen tersebut diatas sesuai/tidak sesuai *(coret 
yang tidak perlu) dengan ketentuan yang berlaku I tentang batas waktu 
penyampaian yang selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari f erja setelah diperoleh 
persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan BPQ; 

KET~A TIM EVALUASI 

I TID 

(NAMA J ELAS) 



PERSATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
16 TAHUN 2016 

LAMPlRAN III 
NOMOR 
TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA 

KERTAS KERJA EVALUASI ADMINISTRATIF DAN LEGALITAS 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A DESA 

Kertas Ketia Evaluasi Administratif dan Legalitas 

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ...... 

Pertanyaan Jawaban 
Evaluasi 

Kriteria 
Kepatuhan atas penyarnpaian • Sebagaimana dimaksud dalarn pasal 6 ayat (2) Peraturan 
dan pendistribusian rancangan Dalarn Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan Desa tentang APB Pera turan di desa bahwa Rancangan Peratu ran Desa yang 
Desa kepada pihak-pihak yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa 
terkait; dan dapa t dikonsultasikan kepada carnat untu k mendapatkan 

masukan. 

• Seba gaimana dimaksud dalarn pasal 6 ayat (5) Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 20 14 tentang Pedoman Teknis 
Peratu ran di desa bahwa Rancangan Peraturan Desa yang 
telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD 
u ntuk diba has dan disepakati bersama. 

HasH Evaluasi 

I 



Pertanyaan 

Kepatuhan atas kelengkapan 
penyampaian dokumen evaluasi 

Kepatuhan atas penyajian 
informasi dalam rancangan 
Peraturan Desa tentang APB 
Desa; 

Jawaban 
Evaluasi 

Kriteria 
1) Surat pen gan tar kepala desa terkait rancangan peraturan 

desa tentang APB Desa beserta lampirarmya tahun anggaran 
berkenaan; 

2) Dokumen Rencana KeIja Pemerintah Desa 

3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa beserta 
lampirannya berupa- Rincian lTIiggaran Pen dapatafi Desa, 
Rincian Anggaran Biaya Belanja Desa per bidang/kegiatan, 
Rincian Anggaran Pem biayaan Desa. 

4) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD terhadap 
rancangan peraturan desa tentang APB Desa; 

5} Risalah/notulen musyawarah pembahasan terhadap 
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan 

6) Nota keuangan dan pida to kepala desa perihal penyampaian 
pengantar nota keu angan pada pembahasan bersama BPD. 

7) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap. 

1) Rancangan Peraturan Desa ten tan g APBDesa Lampiran 
rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan 
yang meliputi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Desa 
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Hasil Evaluasi 



Pertanyaan Jawaban 

Konsistensi penggunaan 
dokumen dan informasi dalam 
rancangan Peraturan Desa 
tentang APB Desa; 

Evaluasi 
Kriteria 

Semu a peratu ran terkait keu angan desa dari mulai Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 201 4 tentang Desa, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
rEeI!~lolaan Keuan~ Desa 

KETUA TIM EVALUASI 

Ttd 

NAMAJELAS 
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HasH Evaluasi 

-



LAMPIRAN IV 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
16 TAHUN 2016 
PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN D(\N BELANJA DESA 

KERTAS KERJA EV ALUASI KEBIJAKAN RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Evaluasi APBDesa berdasarkan kebijakan Pemerin tah Desa 

Evaluasi APB Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Desa adalah evaluasi atas 
aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan koq sistensi substansi dan 
materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa, dengan 
Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD), Prioritas Pe~ggunaan Dana Desa, 
Rencana KeIja Pemerintah Desa dan dokumen kebijakan lain. Berikut adalah 
kertas keIja yang digunakan untuk melakukan evalp asi kebijakan pada 
rancangan peraturan desa tentang APB Desa: 

1) Kertas KeIja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan 
RKPD 
Kertas keIja evaluasi ini berisi uraian kegiatan dan pekeIjaan pada rancangan 
peratu ran desa tentang APB Desa dengan program d8.1[l kegiatan pemerintah 
daerah di Desa yang terdapat di RKPD. 

Kertas KeIja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentan~ APBDesa den gan 
RKPD 

Pemerintah Desa ...... . 
Tahun anggaran .. ..... 

Uraian 
Peraturan Desa tentang 

RKPD 
APB Desa Analisa 

Kegiatan 
Sumberdana Nilai (Rp) Sumberdana Nilai (Rp) 

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan C 

Kegiatan D 

2) Kertas KeIja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan 
Prioritas Dana Desa. 

Kertas keIja evaluasi ini berisi uraian kegiatan dan pekeIjaan yang termasuk 
dalam prioritas penggunaan dana desa. 
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Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan 
Prioritas Dana Desa I 
Pemerintah Desa .. ... 
Tahun Anggaran ...... . 

Peraturan Desa tentang 

U raian Kegiatan APB Des 
Prioritas Dr a Desa 

Analisa 
Sumberdana Nilai (Rp) Sumber danal Nilai (Rp) 

Kegiatan A 

Kegiatan B 

Kegiatan C 

Kegiatan D 

3) Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tendmg APB Desa dengan 
RKP Desa 

I 
Kertas kerja evaluasi ini berisi raian kegiatan dan pekerjaan dalam rancangan 
peraturan desa ten tang APB Desa dengan RKP Desa 

Kertas Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa den gan 
RKP Desa 

Pemerintah Desa ..... 
Tahun anggaran ....... 

Peraturan Desa ten tang 
RKP Desa 

Uraian Kegiatan APBDes Analisa 

Su mber dana Nilai (Rp) Sumber dana Nilai (Rp) 

Kegiatan A 
Kegiatan B 
Kegiatan C 
Kegiatan D 

4) Simpulkan secara narasi tentang Korelasi dan fonsistensi proyeksi 
pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa dengan analisa kebijakan sebagai~ana disajikan dalam 
tabel pada angka 1 (satu), angka 2 (du a) dan angka 3 (ti~a) di atas. 

PERDES 
URAIAN KEGIATAN APBDES Analisa 

I 

Nilai (Rp) 

PENDAPATAN 
Pendapatan Asli Desa 

I Hasil U saha Desa 
Hasil Aset Desa 
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

Pendapatan Transfer 
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PER DES 
URAIAN KEGIATAN APB DES Analisa 

Nilaij (Rp) 

Dana Desa 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Alokasi Dana Desa 
Bantuan Keuangan Provinsi 
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sa 
Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak 
Ketiga 
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Pembayaran Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

Belanja Pegawai 
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 
Desa 
Tunjangan BPD dan Anggotanya 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Alat Tulis Kantor 

Belanja Benda Pos dan Materai 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Penggandaan 

Kegiatan Operasional Kantor Desa 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Benda Pos dan Materai 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Penggandaan 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 
Belanja Jasa Upah Tenaga KeIja 
Belanja Sewa Peralatan 
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
Belanja PeIjalanan Dinas 
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 
Rumah Tangga 
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman 
dan Sarana Prasarana 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Peralatan 
Kantor 
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URAIAN KEGIATAN 
PE~ES 
APB ES 
Ni1~ (Rp) 

Analisa 

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 
Rumah Tangga 
Belanja Modal Pengadaan Komputer 

Kegiatan Operasional BPD 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Benda Pos dan Materai 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Pen ggandaan 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 
Belanja Perjalanan Dinas 

Kegiatan Operasional RT / RW 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Benda Pos dan Materai 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Penggandaan 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Kegiatan Pembangunan Saluran lrigasi 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 
Belanja Honorarium Tim Panitia 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air 

Kegiatan Pembangunan J alan Desa 
Belanja Barang dan Jasa 
Belanja J asa Upah Tenaga Kerja 
Belanja Honorarium Tim Panitia 

Belanja Modal 
Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan 
Ketertiban 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Penggandaan 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 
Belanja Sewa Peralatan 



URAIAN KEGIATAN 

Belanja Honorarium Instruktur /Pelatih 
Narasumber 
Belanja PeIjalanan Dinas 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan 
Perangkat 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Alat Tulls Kantor 
Belanja Fotocopy, Cetak dan 
Penggandaan 
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan 
Belanja Sewa Peralatan 
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih 
Belanja PeIjalanan Dinas 

Bidang Tidak Terduga 
Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 

Belanja Barang dan J asa 
Belanja Makanan dan Minuman Rapa 
Belanja Sewa Peralatan 
Belanja Honorarium Tim Panitia 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN 
Penerimaan Pembiayaan 
Pencairan Dana Cadangan 

Pengeluaran Pembiayaan 
Penyertaan Modal Desa 

JUMLAH PEMBIAY AAN 

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN 
ANGGARAN 

PERDES 
I 

APBDES Analisa 
Nilai (Rp) 

I 
I 

I 

I 

KETr TIM EVALUASI 

Ttd 

AMAJELAS 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
16 TAHUN 2016 

LAMPlRAN V 
NOMOR 
TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DESA 

Jenis 

PENDAPATAN DESA 
Pendapatan AsH Desa 
HasH usaha desa 

Hasil aset 

KERTAS KERJA EVALUASI STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN DESA 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Kertas KeIja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran ............... 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria 

Hasil usaha desa adalah hasil dari pengelolaan aset desa baik 
yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan kekayaannya 
yang dikelola oleh pemerintah desa, an tara lain hasil 
pengelolaan tanah kas desa, hasil pengelolaan pasar de sa, hasil 
pengelolaan pasar hewan, hasil pelelangan ikan yang dikelola 
desa dan hasil Bumdes. 

Hasil aset adalah hasil dari pengelolaan aset desa yang tidak 
dipisahkan kekayaannya yang tidak dikelola oleh pemerintah 
desa, antara lain pendapatan sewa tanah kas desa dan sewa 
gedung milik deea, serta pendapatan dari tambatan perahu, 
pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi 
desa. 

HasH Evaluasi 
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Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran .. ........ ..... 

Jenis 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria Hasil Evaluasi 
Swadaya, partisipasi dan gotong Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud 
royong pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan 

sendiri _yanK meHbatkan peran serta masyarakat berupa barang 
-

dan/ atau tenaga yang dapat dinilai dengan uang 
4 . Lain-lain pendapatan asH desa Lain-lain pendapatan asH desa adalah pendapatan asH desa 

selain hasil u saha desa, hasil aset desa, Swadaya, partisipasi 
dan gotong royong, antara lain hasil pungutan desa. 

II. Kelompok Transfer 
1. Dana Desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasimalaya dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa..atau disesuaikan dengan 
peraturan yang berlaku. 

2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah 
Kabupaten dan Retribusi Daerah 

3. Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan desa yang 
diterima dan Kabupaten Tasikmalaya dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tasikmalaya 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus atau disesuaikan 
dengan peraturan yang berlaku. 

I 
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Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran ... .......... .. 

Jenis 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria Hasil Evalu asi 

4 . Bantuan Keuangan dari APBD 
Provinsi dan Bantuan Keuangan 

. ~PBD Kabupaten ~pat bersifat 
umum dan bersifat khusus; 
a . Bantuan Keuangan bersifat Bantuan keuangan yang bersifat u m u m peruntukan dan 

Umum penggunaannya diserahkan sepenu hnya kepada Desa penerima 
bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas 
pemerintah daerah di desa atau disesu aikan dengan peraturan 
yang berlaku. 

b . Bantuan Keuangan bersifat Bantu an keuangan yang bersifat khusu s peruntukan dan 
Khusus pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi 

bantu an dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat, d ikelola dalam APB Desa tanpa 
memperhatikan ketentuan belanja desa (proporsi 70% 
berbanding 300/0 sebagaimana yang dimaksud dalam III Belanja 
desa) atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku 

B. Pendapatan Lain-lain 
1. Lain-lain pendapatan Desa yang Lain-lain pendapatan Desa yang sah yang tidak termasuk hibah 

sah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta 
tidak termasuk Pendapatan dari kemitraan dengan Pihak 
Ketiga atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku 

III. BELANJA DESA (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan 
dengan ketentuan: 
a . paling sedikit 700/0 (tujuh puluh persen) dari jumlah 
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Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran ...... .. ..... .. 

Jenis 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria Hasil Evaluasi 
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan D~sa, pembinaan kemasyarakatan Desa ,- ---
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
anggaran belanja Desa dalam APBDesa digunakan untuk: 
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Pamong Desa; 
2 . operasional Pemerintah Desa; 
3. tunjangan dan operasional BPD; dan 
4. insentif RTjRW untu k bantuan operasional RT/RW. 

A. Belanja Desa berdasarkan 
Klasifikasi 

1. Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 

a . Pegawai (1) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran 
penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa serta tunjangan BPD; 

(2) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa 
dianggarkan dalam APB Desa. 

b. Barang dan J asa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran 
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 
dari 12 (dua belas) bulan. 
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Kertas KeIja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran ........ ...... . 

Jenis 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria Hasil Evaluasi 
c. Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pernbelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
rnanfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

2 . Pelaksanaan Pembangunan Desa 
a . Barang dan J asa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 
dari 12 (dua belas) bulan. 

b . Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 
pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan 

3 . Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
a. Barang dan Jasa Belanja Barang dan J asa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 
dari 12 (du a belas) bulan 

b. Modal Belanja Modal digunakan u ntuk pen geluaran dalam rangka 
pernbelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bu lan. 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 
a . Barang dan J asa • Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya 
kurang dati 12 (dua belas) bulan 

• Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan 
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 
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Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran ... ......... .. . 

Jenis 
Anggaran Evaluasi 

(Rp) Kriteria Hasil Evaluasi 
b . Modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka 

pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai 
man fa a tnya-lebili.dari-12 (-dua-belas ) - -

5 . Belanja Tak Terduga • Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa 
(KLB) , pemerintah Desa dapat melaku kan belanja yang 
belum tersedia anggarannya., 

• Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang 
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang 
dan/ atau mendesak, 

• Keadaan darurat antara lain dikarenakan bencana alam, 
so sial , kerusakan sarana dan prasarana . 

• Keadaan luar biasa karena KLB/wabah, 

• Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

PEMBIAYAAN Evaluasi terh adap anggaran pem biayaan akan meliputi: 
(1) kepatuhan pada peraturan perun dang-undangan tentang 

jenis jenis pemhiayan; 
(2) penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan 
(3) penyajian informasi anggaran pembiayaan. 

A. Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan 
mencakup: 
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Kertas Kerja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Jenis 

a. Sisa lebih perhitungan 
anggaran (SiLPA) tahun 
sebelllmnya.-

b. Pencairan Dana Cadangan 

c . Hasil penjualan kekayaan desa 
yang dipisahkan . 

B. Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan 
mencakup : 

Anggaran 
(Rp) 

Tahun Anggaran ... .... ....... . 
Evaluasi 

Kriteria 
(1) SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan 

penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan 
belanJa, dan sisa dana kegiatan lanjutan 
SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : 
menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan 
lebih ked I dari pada realisasi belanja; 
a. mendanai pelaksanaan kegiatan lanju tan; dan 
b. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir 

tahun anggaran belum diselesaikan. 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) 
lebih dari 300/0 dihitung dari setia p dana desa yang diterima 
pada tahun anggaran berjalan. Jika melebihi dari 30% maka 
tim evaluasi memastikan agar Silpa terse but dapat digunakan 
untu k pengeluaran belanja kegiatan. 
Pencairan dana cadangan digunakan u ntuk menganggarkan 
pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke 
rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. 
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan 
untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang 
dipisahkan. 
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Hasil Evaluasi 

1-
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J 

Kertas Ketja Evaluasi Struktur Rancangan Peraturan Desa Tentang 

Jenis 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

b. Penyertaan Modal Desa 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Anggaran 
(Rp) 

Tabun Anggaran ............... 
Evaluasi 

Kriteria 
(1) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan 
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening 
tersendiri. 

(3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir 
masa jabatan Kepala Desa. 

pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam 
BUM Desa. 

B 

KETUA TIM EVALUASI 
Ttd 

NAMAJELAS 
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Hasil Evaluasi 
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